
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  LATAR BELAKANG 

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen 

masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur 

dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar benar 

menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan telah berhasil 

meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan 

demokrasi  

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara 

dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak 

pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding 

reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum, hal itu disebabkan salah 

satu faktor yaitu tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih marak dalam 

sistem birokrasi Indonesia.  

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi 

birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dengan pembentukan unit 

pengendalian gratifikasi pada setiap satuan kerja, termasuk pada Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 

Dengan adanya unit pengendalian gratifikasi pada Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu diharapkan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Bengkulu dapat membuka diri dan membuka ruang 

partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (open 

goverment partnership) dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu. 

Unit pengendalian Gratifikasi Kanwil Kementerian Agama Proivnsi 

Bengkulu merupakan perwujudan dari membangun integritas  ASN dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai strategi percepatan melalui 

program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada seluruh unit kerja 

dibawah naungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. 

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka 

program pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya menekan 



korupsi melalui  unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yaitu lingkungan  pengendalian yang salah satu poinnya penegakan 

integritas dan nilai etika.  

Semoga dengan adanya unit pengendalian gratifikasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi secara berkala, Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif dan berintegritas dalam  peningkatan pelayanan masyarakat 

yang bersih dari praktik gratifikasi.  

 
 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai bentuk tanggung jawab unit 

kerja pengendalian gratifikasi dalam membentuk karakter  pegawai di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Bengkulu yang anti 

gratifikasi guna mewujudkan good governance dan clean government yang 

merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. 

Laporan Pengendalian Gratifikasi Kanwil Kementerian Agama 

Proivinsi Bengkulu ini bertujuan untuk :  

a) Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran 

setiap pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;  

b) Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada 

akhirnya membangun integritas Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, 

akuntabel dan anti korupsi;  

c) Mewujudkan kinerja aparatur Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, 

serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu 

maupun organisasi; 



d) Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian 

pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Bengkulu. 

 
 

III. RUANG LINGKUP 
 

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya 

pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Provinsi Bengkulu. 

 
 

IV. DASAR HUKUM 
 

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi;  

c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  

d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah;  

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;  

h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

i) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 Tentang 

Pengendalian Gratifikasi pada Kamenterian Agama; 



j) Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 

Nomor: 300 Tahun 2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 

 
 
V. PELAKSANAN KEGIATAN 

 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan berpedoman 

pada 5 nilai budaya kerja (Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 

jawab dan Keteladanan) berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi pada 

seluruh ASN Kanwil khususnya dalam sektor-sektor layanan publik, seperti 

pelayanan Ibadah Haji, Pelayanan Pendidikan Agama maupun Madrasah, 

pelayanan nikah rujuk dan pelayanan keagamaan lainnya.  

 

Kanwil kementerian Agama provinsi Bengkulu juga terus 

membangun sinergitas dalam membangun iklim birokrasi yang kondusif  

dalam  upaya mewujudkan budaya kerja Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bersih dan Melayani (WBBM) yang bebas 

gratifikasi dan Clean Government.  

 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait kegiatan Program 

Pengendalian Gratifikasi pada kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu sebagai berikut: 

 

NO AKSI KETERANGAN BUKTI 

1 Peningkatan Tata 
kelola birokrasi yang 
baik dan bersih serta 
bebas korupsi 

Imbauan Kepada Seluruh 
Satker dan ASN untuk 
mempedomani prinsip-prinsip 
pengelolaan birokrasiyang 
bersih sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Surat 
Imbauan 
tanggal 18 
Februari 
2021 
 

2 Penigkatan 
Pengelolaan 
Keuangan Negara 
Pada Kementerian 
Agama yang bebas 
KKN dan birokrasi 

Penyampaian Early Warning 
Terkait Pengelolaan 
Keuangan Negara pada 
seluruh satuan Kerja 
dilingkungan Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi 

Surat 
Early 
Warning 
Tanggal 
18 
Februari 



yang bersih dan 
malayani 

Bengkulu 2021 

3 Peningkatan Tata 
Kelola Reformasi 
Bokrasi dan 
Pembangunan 
Integritas ASN 

Melaksanakan Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dan Zona Integritas 
pada seluruh satker dalam 
bentuk Monitoring 

Surat 
Tugas 
Monitoring 
Evaluasi 
RB dan ZI 
tahun 
2021 

4 Peningkatan 
Pemahaman ASN 
akan bahaya KKN  

Pelaksanaan Dialog dan 
disukusi bersama 
narasumber KPK terkait 
bahaya Korupsi  

Kegiatan 
di Aula 
Kanwil 
Kemenag 
Bengkulu 

5 Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
mengawal Birokrasi 
Kanwil Kemenag 
Bengkulu 

Pelaksanaan Pembinaan 
ASN sekaligus launching 
Pengaduan Masyarakat 
berbasis website 

Berita 
Launching 
Dumas 
pada 
tanggal 15 
september 
2021 

6 Peningkatan integritas 
ASN Kanwil Kemenag 
Bengkulu 

Sosialiasi anti Gratifikasi dan 
Integritas ASN melalui 
Twibbon 

Twibbon 
di media 
sosial 

    

 

KEGIATAN PENDUKUNG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 

NO AKSI KETERANGAN BUKTI 

1 Membangun Budaya 
dan Kinerja Positif 
ASN 

Kegiatan Ngobrol Program 
Inovatif dalam meningkatkan 
kinerja ASN dimasa pandemi 

Program 
Ngopi 
bersama 
media 

 
VI. HASIL YANG DICAPAI 
 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai salah satu 

penyelenggara pelayanan publik khususnya dalam layanan pendidikan 

dan keagamaan siap untuk terus bersinergi dalam membangun Integritas 

seluruh ASN melalui program pengendalian Gratifikasi (PPG) dalam 

bentuk kegiatan pembinaan, maupun kegiatan lainnya yang bisa 

membentuk midset seluruh ASN akan bahaya gratifikasi.  

 



Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga telah melakukan 

pendampingan dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja di Kabupaten 

dan Kota seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah 

dan Kantor Urusan Agama pada tingkat Kecamatan untuk bersama 

membangun integritas dalam upaya pencegahan tindak gratifikasi, sesuai 

dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 34 

Tahun 2019 tenang Pengendalian Gratifikasi Pada lingkungan 

Kementerian Agama. 

 

Berikut ini kami sampaikan hasil yang telah dicapai terkait Program 

Pengendalian Gratifikasi Pada Kanwil KementerianA gama Provinsi 

Bengkulu: 

1. Talah dilaksanakan pembinaan dari KPK terkait bahaya korupsi bagi 

ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu; 

2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona 

Integritas dan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja oleh subbag 

Oratala dan KUB; 

3. Telah membentuk unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu Nomor: 300 Tahun 2021 

tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kanwil Kemenag Bengkulu 

Tahun 2021; 

4. Telah mencetak baliho tentang Anti Gratifikasi dan ajakan menolak 

gratifikasi yang dipasang pada pintu masuk Kanwil Kemenag 

Bengkulu. Pada tanggal 5 sampai 20 Oktober 2021; 

5. Telah melakukan sosialisasi anti gratifikasi melalui pembuatan banner 

yang dimuat pada laman website Resmi Kanwil Kemenag Bengkulu 

(https://bengkulu.kemenag.go.id) 

6. Tersedianya link pengaduan masyarakat yang menampung seluruh 

laporan dari masyararakat pada laman website Kanwil Kemenag 

Bengkulu (https://bengkulu.kemenag.go.id/dumas) 

 

https://bengkulu.kemenag.go.id/
https://bengkulu.kemenag.go.id/


VII. MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA AKSI  

Dalam Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Kanwil Kemenag 

Provinsi Bengkulu telah dilakukan beberapa upaya sebagai langkah 

pelaksanaan pengendalain Gratifikasi pada tahun 2021. Ada beberapa hal 

yang masih menjadi evaluasi, adalah sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya persepsi pemahaman para ASN terutama yang 

rentan terhadap penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan; 

b. Masih kurangnya persepsi pemahaman para pegawai terkait 

perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, dan Suap; 

c. Masih diperlukannya koordinasi lebih intens dengan Unit 

Pengendalian Gratifikasi pada Kanwil Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Bengkulu. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan 

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Bengkulu: 

1. Merancang inovasi dalam melakukan sosialisasi agar lebih menarik 

dan mudah dipahami seluruh ASN di lingkungan Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu; 

2. Membuat brosur terkait Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, dan 

Suap  kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Bengkulu; 

3. Koordinasi selama Work From Home tetap dilakukan melalui 

Whatsapp untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan terbaru 

terkait pengendalian gratifikasi juga mengawal perkembangan 

pelaporan gratifikasi pada tahun 2021. 

 

 

 

 



VIII. PENUTUP  

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih ( clean goverment) dan pemerintahan yang 

baik (good goverment) melalui pelaksanaan pengendalian gratifikasi 

sudah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kendala yang muncul dalam pengendalian gratifikasi tahun 2021 

terutama disebabkan oleh terbatasnya komunikasi dan koordinasi pada 

masa pandemi COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, terus 

dilakukan upaya perbaikan dan penyelesaian agar pengendalian 

gratifikasi di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama tetap berjalan 

optimal. 

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan 

harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas 

sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi 

peningkatan Pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di 

Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.  

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi 

Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Bengkulu. 

 

 

Bengkulu,  26 September 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 1 
Pemasangan Twibbon pada Media Sosial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAMPIRAN 2 

Banner Anti Gratifikasi Pada Website 

 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 3 
MONITORING DAN EVALUASI  PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN  

ZONA INTEGRITAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 4 
KEGIATAN SOSIALIASI ANTI KORUPSI BERSAMA KPK 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 
PEMASANGAN BALIHO  

PADA KANWIL KEMENAG BENGKULU 
 

 



 


